
BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAV/A TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR .ill.,,: 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALiNGGA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran
pelaksanaan kegiatan pengelolaan risiko di pemerintah
Daerah Kabupaten Purbalingga, perlu membentuk
struktur pengelola risiko di lingkungan pemerintah
Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (6) peraturan
Bupati Nomor 27 Tahun 2A22 tentang pedoman
Pengelolaan Risiko di lingkungan pemerintah Kabupaten
Purbalingga maka perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pembentukan Struktur pengelola Risiko di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Furbalingga;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun i999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas d.ari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847)
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20Ol Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a150);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran



Menetapkan

KESATU

KBDUA

Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir d"engan Und,ang-
Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta KerJa
(Lembaran Negara .Republik Inclonesia Tahun 2o,a
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2A14 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor l2T, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aB90);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun zarc tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5BB7);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2ol7 tentang
Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelengg*rr"i
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2ol7 Nomor zs, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6Aa\;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

l0.Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 88 Tahun 2011
tentang sistem Pengendalian intern pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten purbalingga;

MEMUTUSKAN :

Pembentukan Struktur Pengelola Risiko di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan Bupati ini.

: Struktur Pengelola Risiko Kabupaten purbalingga
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas:
a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan

pengelolaan risiko pemerintah daerah;
c. Unit Pemilik Risiko yaitu :

1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah :

a. Bupati sebagai ketua;
b. Kepala Bappelitbangda sebagai koordinator

merangkap anggota;
c. Seluruh Kepala OPD (Sekretaris Daerah, Sekretaris

DPRD, Inspektur:, Kepala Dinas, Kepala Badan,
Kepala UP|D pemerintah daerah dan Direktur RSUD)
sebagai anggota.



KETIGA

2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon Ii :

a. Seluruh Kepala Perangkat Daerah yaitu Sekretaris
Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas,
Kepala Badan, dan Direktur RSUD selaku pemilik
risiko tingkat Perangkat Daerah sebagai ketua;

b. Sekretaris Perangkat Daerah /Kepala Bagian/Bidang
yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah
sebagai koordinator teknis merangkap anggota;

c. Seluruh Kepala Bagian/Bidang/lrban pada Perangkat
Daerah yang bersangkutan sebagai anggota.

3. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III :

a. Kepala Bagian/Biclang, selaku pemilik risiko tingkat
kegiatan sebagai ketua;

b. Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi atau
Pegawai/Staff yang ditunjuk untuk menangani
perencanaan kegiatan pada Perangkat Daerah
sebagai koordinator;

c. Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/Seksi pada
Bagian/Bidang yang bersangkutan sebagai anggota.

4. Komite Pengeiolaan Risiko, yang terdiri dari:
a. Bupati sebagai ketua;
b. Kepala Bappeiitbangda sebagai koordinator

merangkap anggota;
c. Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai

anggota;
d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan;
e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab

pengawasan;

Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Purbalingga
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua memiliki
wewenang atau tugas sebagai berikut :

a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko
berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko
Pemerintah Daerah;

b.Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan
pengelolaan risiko pemerintah daerah berwenang
mengoordinasikan pengelolaan risiko di Lingkungan
Pemerintah Daerah, yaitu;
1. menyusun jad,'val/agenda penilaian risiko;
2. membuat dan rnengarsipkan dokumen-dokumen

pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan
rapat, dan notulen;

3. memfasilitasi proses penilaian risiko;
4. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

c. Unit Pemilik Risiko, memiliki tugas sebagai berikut :

1) melaksanakan kegiatan penilaian risiko (nsk
assessmen/) atas risiko tingkat strategis dan/atau
tingkat operasional.

2) serta melaksanakan pengendaiian yang ada di unit
kerja masing-masing.

3) melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam
pelaksanaan kegiatan sehari-hari.



4) menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian
kinerja dan peristiwa risiko yang teq'adi di masa la1u
dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator
peringatan dini {earlA u.taning indicator) dan sebagai
database untuk memprediksi keteq'adian risiko di masa
yang akan datang.

5) menyusun hasil penilaian risiko (nsk assessmen/)
untuk dilaporkan kepada unit kepatuhan.

6) memberikan masukan kepada komite pengelolaan risiko
tentang pelaksanaan pengendalian risiko.

7) melakukan monitoring dan pengendalian terhadap
pelaksanaan pengendalian.

d. Komite Pengelolaan Risiko :

1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut;
a) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan

risiko Pemerintah Daerah;
b) menetapkan kebijakan penerapan pengelolaan

risiko Pemerintah Daerah, antara lain: kategori
risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level
risiko, dan selera risiko;

c) menetapkan daftar risiko, peta risiko, dan rencana
tindak pengendalian tingkat pemerintah Daerah;

d) menetapkan kebijakan pembinaan terhad,ap
pengeiolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi
sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan
pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah
Daerah.

2. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut :

a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan
pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;

b) menyusun konsep kebijakan penerapan
pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, antara lain:
kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis
risiko, leve1 risiko, dan selera risiko;

c) mengkoordinasikan pembinaan terhadap
pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi
sosiaiisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan
pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah
daerah;

d) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan
pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan
kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

3. Anggota memiliki tugas sebagai berikut :

a) Membantu ketua dalam menyusun petunjuk
pelaksanaan pengelolaan Risiko Pemerintah
Daerah;

b) Membantu ketua dalam menyusun kebijakan
penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah,
antara lain: Kategori Risiko, I(riteria Risiko, Matriks
Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;

c) Melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap
Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang
meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan
pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan
Pemerintah Daerah.



KEEMPAT

KELIMA

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Bupati Purbalingga;
3. Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
B. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan
bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada
unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan
perangkat daerah, yaitu :

1. memantau penilaian risiko dan rencana tindak
pengendalian;

2. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
3. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit

pengelolaan risiko;
4. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan

pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan
kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

f. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan
berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas
penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, yaitu :

1. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan
risiko pada Pemerintah Daerah;

2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan
efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi instansi pemerintah;

3. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap
rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko
secara keseluruhan.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya
Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten purbalingga
Tahun 2022.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
6 jottnut.d x o?.r"r

GGA,

NING PRATIWI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR
TBNTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA
RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

STRUKTUR PENGELOLA RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO JABATAN DALAM DINAS KEDUDUI(AN DALAM
STRUKTUR

PENGELOLA RISIKO

KET

A PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RISIKO
Bupati Penanggungjawab

B KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PBNGELOLAAN RISIKO PEMDA
Sekretaris Daerah Koordinator

C UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PtrMERINTAH DAERAH

1 Bupati Ketua
2 Kepala Bappelitbaagda Koordinator
J Sekretaris Daerah Anggota
/l
T Sekretaris DPRD Anggota
5 Inspektur Inspektorat Daerah Anggota

Kepala Badan Keuangan Daerah Anggota
7 Anggota

B Kepala Dinas Kesehatan Angggta
I Kepala Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil
Anggota

10. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kqbudayaan

Anggota

1i Kepaia Dinas Penanaman Modal,
Periziqan Terpadu Satu Pintu

Anggota

T2 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rallyat

Anggota

13 Kepala Dinas Sosial, Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencara dan
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Anggota

1A
14. Kepala Dinas Perhubungan Anggota
15 Kepala Dinas Kornunikasi dan

Informatika
Anggota

16. Kepala Dinas Perumahan dan
Permukiman

Anggota

17, Kepala Dinas Tenaga Keria Anggota
18. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan

Perikanan
Anggota

19 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Anggota
20 Kepa-la Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa
Anggota

2l Kepala Dinas Koperasi dan UKM Anggota
22 Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan

Pariwisata
Anggota

23 Kepala Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan

Anggota

24 Kepala Dinas Pertaniarr Anggota
o< Kepala Dinas Perindustrian dan

Perdagangan
Anggota

26 Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik

Anggota

27 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Anggota
28 Kepala Pelal<sana Badan

Penanggulanangan Bencana Daerah
Anggota

6.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Daerah



29 Camat Kernangkon Anggota
30 Camat Bukateja Anggota
31 Q4lqat Kejobong Anggota
32 Camat Kaligondang Anggota
.).) Camat Purbalingga Anggota
34 Camat Kaiimanah Anggota
35 Camat Kutasari Anggota
36 Camat Mrebet Anggota
3t Camat Bobotsari Anggota
38 Camat Anggota
39 Camat Karangaxyar Anggota
40 Carlat Kara4gmoncol Anggota
47 Camat Rembalg Anggota
42 Camqt Bojongsari ta
43. Camat Padamara Anggota
44 Camat Pengadegan Anggota
45. Camat Karangjambu Anggota
46. Camat Anggota
47 Direktu r RSUD dr. R. Goetheng

Taroenadibrata
Anggota

4B UPTD RSUD Panti Anggota

UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT ESELON II
SEKRETARiA T DAERAH KABU PATEN PU RBALIN GGA
1 Sekretaris Daerah Iietua
2 Kepala Bagian Umum Sekretariat

Daerah
Koordinator

J Kepala Bagian Organisasi dan Tata
Laksana Sekretariat Daerah

Anggota

4 Anggota

5 Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah

Anggota

6 Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah

Anggota

Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah

Anggota

8 Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat
Daerah

Anggota

I Kepala Bagian Administrasi
Pem Sekretariat Daerah

Anggota

10. I(epala Bagian Layanan Pengadaan
Sekretariat Daerah

Anggota

StrKRETARIAT DPR[)
1 Sekretaris DPRD Ketua
2 Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Koordinator
3 Kepala Bagian Persidangan dan

Perundang-undangan Sekretariat DPRD
Anggota

INSPEKTORAT DAtrRAH KABUPATEN
1 inspektur Inspektorat Daerah Ketua
2 Sekretaris Inspektorat Daerah Koordinator

hbanwil. I Inspektorat Daerah Anggota
Irbanwil. II Inspektorat Daerah Anggota

5 irbanwil. ill Inspektorat Daerah Anggota
6 Irbanrvil. IV Inspektorat Daerah Anggota
BAPPtrLITBANGDA
i Kepala Bappelitbangda Ketua
2 Sekretaris Bappelitbangda Koordinator
J Kepala Bidane Ekonomi Bappelitbansda Anggota
4 Kepala Bidang Pemerintahan dan

Kesejahteraan Sosial Bappelitbangda
Anggota

5 Kepala Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah Bappelitbangda

Anggota

6 Kepala Bidang Program Pembangunan
dan Penelitian Pengemberngan
Bappelitbangda

Anggota

Kepala Bagian Humas dan Protokol
Sekretariat Daerah

a
J.

4.



BADAN I(trUANGAN DAtrRAH
1 Kepala Badan Keuangan Daerah Ketua
2 S Badan Daerah Koordinator

Kepaia Bidang Anggaran dan
Perimbangan Keuangan Badan

Daerah

Anggota

.+ Kepala Bidang Perbendaharaan Badan
Keuangan Dqerah

Anggota

5 Kepala Bidang Akuntansi dan Aset
Badan Daerah

Anggota

6 Kepala Bidang Pendataan, Penilaian,
Penetapan dan Pelayanan Badan
{euqngan Daerah

Anggota

7 Kepala Bidang Penagihal, Penerimaan
dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah

Anggota

BADAN KtrPEGAWAIAN PENDII) IKAN DAN PELATIHAN DAERAH
i Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Daerah
Ketua

2 Sekretaris Bada:r Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Koordinator

3 Kepala Bidang Data dan Pengadaan
BKPPD

Anggota

4 Kepala Bidang Pengembangan dan
Pendidikal dan Pelatihan BKppD

Anggota

D Kepala Bidang Kepangkatan dal
Jabatan BKPPD

Anggota

6 Kepala Bidang Pembinaan dan
Penatausahaan Ke BKPPD

DINAS KESBHATAN
1 Dinas Kesehatan Ketua
2 Sekretaris Dinas Kesehatan Koordinator
3 Kepala Bidang Pelayanan dan

Sumberdaya Kesehatan Dinas
Kesehatan

Anggota

4 Kepaia Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatal

Anggota

5 Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan

Anggota

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PtrNCATATAN SIPIL
1 Kepala Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil
Ketua

2 Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil

Koordinator

J Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran
Penduduk Dinas Kependudukan dan
Catatan

Anggota

t+ Kepala Bidang Pelayanan Pencatatarr
Sipil Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Anggota

5 Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kepenrludukan dan
Pemalfaatan Data Dinas Kependudukan
dan Pe4qqlatan Sipil

Anggota

DINAS PENDiDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebqdayaan
Ketua

2 Sekretaris Dinas Pendidikan dan
Kebqdayaan

Koordinator

3 Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikal Non
Forma-l Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

Anggota

4 Kepala Bidang Pembinaan Sekolah
Dasar Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

Anggota

Kepala Bidang Sekolah Menengah
Pertama Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

Anggota

J,

Anggota

!r.



6 I(epala Bidarg Pembinaan Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Anggota

7 Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Anggota

DINAS PBNANAMAN MODAL, PtrRIZINAN TERPADU SATU PINTU
1 Kepala Dinas Penanaman Modal,

Perizinan Terpadu Satu Pintu
I(etua

2 Sekretaris Dinas Penanaman Modal,
Perizinan Tqpa4u Satu Pintu

Iioordinator

Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas
Penanaman Modal, Perizinan Terpadu
Satu Pintu

Anggota

4 Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
Dinas Penanaman Modal, Perizinan
Terpadu Satu Pintu

Anggota

DINAS PEKB RJAAN UMUM DAN PERUMAHA N RAKY A.T
i Kepala Dinas Pekerjaa:r Umum dan

Perumahan t
Ketua

2 Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum darr
Perumahan

Koordinator

3 Kepala B Eumber Daya Air DPUPR Anggota
4 Bina DPUPR
5 B Ci DPUPR
6. Kepala Bidang Bina Proglam DPUPR
DINSOSDALDUKKBP3A
1 Kepala Dinas Sosial, Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perernpuan dan
Periindungan Anak

Ketua

2 Sekretaris Dinas Sosia], Pengenda-lian
Penduduk, Keiuarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindu4gan Anak

Koordinator

a
J Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk,
Iieluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan dan Periindungan Anak

Anggota

4 Kepa-la Bidang Asistensi dan Rehabilitasi
Sosia-l Dinas Sosial, Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Anggota

5 Kepala Bidang Pengendalian Penduduk,
Advokasi dan Informasi Dinas Sosial,
Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaal
Perempuan dan Perlindungan Anak

Anggota

6 Kepala Bidang I{eluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera Dinas Sosial,
Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Anggota

Kepala Bidang Pemberdayaan
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Ana-k Dinas Sosial,
Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Anggota

DINAS PBRHUBUNGAN
1 I(epala Dinas Perhubungan I(etua
2 Sekretaris Dinas Perhubungan Koordinator
J Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas

Perhubungan
Anggota

4 Kepala Bidang Angkutan Dinas
Perhubungan

Anggota

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATII{A
1 KepaLa Dinas Komunikasi dan Ketila

J.

Anggota
Anggota



Informatika
2 Sekretar"is Dinas Komunikasi dan

Informatika
Koordinator

J Kepa1a Bidang Inforrnasi dan
Komunikasi Publik Dinas Komunikasi
dan Informatika

Anggota

4 Kepala Bidang informatika Dinas
Komunikasi dan Informatika

Anggota

5. Kepaia Bidang Sandi, Statistik dan
Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan
Informatika

Anggota

DINAS PERUMAHA N DAN PERMUKIMAN
1 Kepa-la Dinas Perumahan dan

Permukiman
I{etua

2 Sekretaris Dinas Perumahal dan
Permukiman

Koordinator

J Kepala Bidang Perumahan Dinas
Perumahan dan Permukiman

Anggota

4 Kepala Bidang Permukiman Dinas
Perumahan dan Permukiman

Anggota

5 Kepa-la Bidang Pertanahan Dinas
Perumahan dan Permukiman

Anggota

DINAS TtrNAGA KERJA
i Ke Dinas a Ketua
2 inator
J Kepala Bidang Pelatihan dan

Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga
a

4 Kepala Biclalg Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosia-l Tenaga Kerja Dinas

Anggota

D INAS KETAHANAN PAN LJ,AN DAN PERIKAN AN
1 Kepa-la Dinas Ketahanan Pangan dal

Perikanan
Ketua

2 Sekretaris Dinas Ketahalan Pangan dan
Perikanan

Koordinator

.) Kepala Bidang Ketersediaan dan
Distribusi Pangan Dinas Ketahanan
Pangan Qan Perikanan

Anggota

4 Kepala Bidang Konsumsi dan Keama:ran Anggota

5 Kepaia Bidang Perikanan Dinas
Ketahanal dan Perikanan

Anggota

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ketua
2 Sekretaris Dinas Hidu Koordinator
3 Kepala Bidang Penataan dan Penataan

Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan
4rdirp

Anggota

4 Kepala Bidang Pengelolaan Sampah,
Limbah Bahan Berbahaya Beracun (83)
dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
Hidup Dinqq I.ingkungan Hidup

Anggota

5 Kepala Bidang Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakal Lingkungan
I{idup Dinas Lingkungan Hidup

Anggota

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1 KepaJa Dinas Pemberdayaan Masyara_kat

dan Desa
Ketua

2 Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Koordinator

J Kepala Bidang Kelembagaan dan
Kerjasama Dinas Pernberdayaan
Masl'616L*t da, Desa

Anggota

4 Kepala Bidare Pemerintahan dan Anggota

Qekretaris Dinas Tenaga Keria
Anggota

Tenaga Kerja

Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan



Administrasi Desa Dinas Pemberdayaan
Masyarai<at dan Desa

5 Kepala Bidang Sumber Daya dan
Keswadayaan Dinas Pemberdayaan

t dan Desa

Anggota

DINAS ]<OPERASI DAN UI{M
1 Kepala Dinas Koperasi dan UKM Ketua
-z Sekretaris Dinas Ko dan UKM Koordinator
2 Anggota

4 Anggota

DINAS oLAHRAGA DAN PARIWISATA
1 Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan

Pariwisata
Ketua

2 Sekretaris Dinas Pemuda, Olah Raga
dan Pariwisata

Koordinator

J Kepaia Bidang Pemuda dan Otahraga
Dinas Pemuda, Olah Raga dan
Pariwisata

Anggota

4 Kepala Bidang Parirvisata Dinas
Pernud Olah dan Pariwisata

Anggota

DINAS I{EARSIPAN DAN PERPU STAKAAN
1 Kepala Dinas Kear"sipan dan

ustakaan
Ketua

2 Sekre taris Dinas Kearsipa:r dan
stakaan

J Kepala Bidang Konsewasl Arsip,
Pembinaan/ Pengawasan dan Layanan
Kearsipan Dinas Kearsipan dan

Anglota

4 I(epa-la Bidang Pengembangan dan
Pengelolaan Perpustakaan Dinas
Kearsipan 4an Perpustakaan

Anggota

DINAS PtrRTANIAN
i Dinas Pertalia_n Ketua
z Sekretaris Dinas Pertanian Koordinator
J Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas

Pertanian
Angqota

4 Kepala Bidang Perkebunan dan
Hortikultura Dinas Pertanian

Anggota

5 Kepala Bidang Peternakan dan
Kesehatan Hewan Dinas Pertanian

Anggota

DINAS PDRiNDUSTRIAN DAN PtrRDAGANGAN
1 Ketua

Sekretaris Dinas Perindustrian cian
Perd

Iioordinator

J Kepa1a Bidang Industri Dinas
Perindustrian dan Perdagangan

Anggota

4 Kepala Bidang Pasar Dinas
Perindustrian dan Perdagangan

Anggota

5 Kepala Bidang Perdagangan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan

Anggota

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITII(
1 Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik
Ketua

2 Kepala Sqb Bagian Tata Usaha Koordinator
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 Kepala Satuan Polisi Pamong Praia Ketua
2 Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praia Itoordinator
J Kepala Bidang Penegakan Perundang-

undangal Daerah Satuan Polisi Pamong
Praja

Anggota

4 Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi

Anggota

Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi
dan UKM
Kepa-la Bidang Usaha Mikro, Kecil dan
Meqengah Dinas Koperasi dan UKM

Koordinator

Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

2.



Pamong Praja

5 Kepala Bidang Kebakaran dan
Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi

lraie

Anggota

PtrLAKSANA BADAN PENAN GGULANGAN BB NCANA DAERAH
I Kepala Pelaksana Badan

lq4anggularlaitgar Bencana Daerah
Ketua

2 Kasubbag. TU Badan Penanggulanangan
Bencana Daerah

Koordinator

KECAMATAN KEMANGKON
1 Camat Kemangkon Ketua
2 Sekretaris Kecamatan Kemangkon Iioordinator
3 I(asi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kecamatan Kemangkon
Anggota

4 Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Anggota

5 Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Umum I{ecamatan

Anggota

KECAMATAN BUKATEJA
I Camat B a
2 Sekretaris Kecamatan Bu a Koordinator
3 I(asi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kecamatan a
Anggota

4 Kasi Ke sej ah teraan Ralqyat I{ecamatan
Bu a

Anggota

5 Kasi Pemerintahan , Ketentraman dan
I(etertiban Umum Kecarnatan Bu a

Anggota

KtrCAMATAN KEJOBONG
1 Camat Ketua
2 Sekretaris Kecamatan C) Koordinator
J Anggota

4 Kasi Kesejahteraan Ralqfat Kecamatan
o

Anggota

5 Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan
I(etertiban Umum Kecamatan Kejobong

Anggota

KtrCAMATAN KALIGONDANG
1 a q1at Kaligondang Ketua
2 Sekretaris Kecamatan Kaligondang Koordinator
J Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kecamatan Kaligondang
Anggota

4 Kasi Kesejahteraan Raiqzsl Kecamatan
Kaligondang

Anggota

5 Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Umum l(ecamatan
Kaiigondang

Anggota

KECAMATAN PURBALINGGA
1 Camat Purbalingqa Ketua
2 Sekretaris Kecamatan Purbalingga Koordinator
.) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kecamata:r Purbalingga
Anggota

4 Kasi Kesejahteraan Ralryat Kecamatan
Purbaiingga

Anggota

5 Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan
Purbalingga

Anggota

KECAMATAN KALIMANAH
1 Camat Kalimalah Ketua
2 Sekretaris Kecamatan Kalimanah Koordinator
3 Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kecamatan Kaiimanah
Anggota

4 Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan
I(alimanah

Anggota

5 Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatarr

Anggota

Ketua

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kecamatan Kejobong



I(alimanah
KECAMATAN KUTASARI
I Camat I(utasari Ketua
2 Sekretaris Kecamatan Kutasari Koordinator
3 Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kecamatan Kutasari
Anggota

4 Kasi Kesejahteraal Rakyat Kecamatan
Kutasari

Anggota

5 Kasi Pemerintaha:r, Ketentraman dan
Ketertiban Urnum Kecamatan Kutasari

Anggota

KECAMATAN MREBET
1 Camat Mrebet Ketua
2 Sekretaris Kecamatan Mrebet Koordinator
3 Kasi Pernberdayaan Masyil"21q2t Desa

Kecamatan Mrebet
Anggota

4 Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan
Mrebet

Anggota

5 I(asi Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan Mrebet

Anggota

KECAMATAN BOBO"I'SARI
1 Camat Bobotsari I(etua

Sekretaris Kecamatan Bobotsari Koordinator
3 Anggota

4 Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan
Bobotsari

Anggota

5 Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan Bobotsari

Anggota

KECAMATAN KARANGRtrJA
1 Camat Karangre.ja Ketua
2 Sekretaris Kecamatan Karangreia Koordinator
J Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kecamatan Karangreja
Anggota

4 Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan
Karangreja

Anggota

5 Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan
I{arangreia

Anggota

i Camat Karanganyar Ketua
Sekretalis Kecamatan Karanganyar Koordinator

aJ Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kecamatal Karanganyar

Anggota

4 Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan
I(aranganyar

Anggota

D Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan
Karanganyar

Anggota

KtrCAMATAN KARANGMONCOL
1 Camat Karangmoncol Ketua

Sekretaris Kecamatan Karangmoncol Koordinator
J Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kecarnatan Karangmoncol
Anggota

4 Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan
Karangmoncol

Anggota

5 Kasi Pemerintahan, Ketentrarnan dan
Ketertiban Umum Kecamatan
Karangmoncol

Anggota

KECAMATAN REMBANG
1 Camat Rembang Ketua
2 Sekretaris Kecamatan Rembang Koordinator
J Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kecarnatan Rembang
Anggota

4 Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan
Rembang

Anggota

5 Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertibarr Umrim Kecamatarr Rembang

Anggota

KBCAMATAN BOJONGSARI

2.
Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kecamata-n Bobotsari

KECAMATAN I(ARANGANYAR

2.

2



1 _aexr4]L qoJongsari I(etua
2 Sekretaris Kecamatan Bojongsarl Koordinator

a
J I(asi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kecamatan Bojgngsari
Anggota

4 Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Anggota

5 Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertibal Umum Kecamata:r

Anggota

KECAMATAN PADAMARA
1 Camat Padamara Ketua
2 Sekretaris Kecamatan Padamara Koordinator

Anggota

4 Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan
Padamara

Anggota

5 Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan
Iietertiban Umum Kecarnatan Padamara

Angl5ota

KECAMATAN PtrNGADEGAN
1 Ketua
c Sekretaris Kecamatan Koordinator
J Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kecamatan
Anggota

4 Kasi Kesej ahteraan Ralqyat Kecamatan Anggota

5 Kasi Pemerintahan, Ketentrama:r dan
Ketertiban Umum Kecamatan

Anggota

KECAMATAN KARANGJAMBU
1 Camat Ketua
a)
L Sekretaris Kecamatan ambu Koordinator

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kecamatan ambu

Anggota

4 Kasi Kesejahteraan Rallyat Kecamatan
ambu

Anggota

5 Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan
Karangjambu

Anggota

KECAMATAN KtrRTANEGARA
1 Carrrat Ke Ketua
az Sekretaris Kecamatal Koordinator
J Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kecamatan Kertanegara
Anggota

4 Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan
I{ertanegara

Anggota

5 I(asi Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan
Kertanegara

Anggota

RSUD dr. R. GOETBNG TAROENADIBRATA
1 Direktur RSUD dr. R. Goeteng

Taroenadibrata
Ketua

2 Kepala Bagian Tata Usaha RSUD dr. R.
Goeteng Taroenadibrata

Koordinator

J Kepala Sub Bagian Program dan
Hubungan Masyarakat

Anggota

4 Kepala Sub Bagian Keuangan Anggota
5. KepaJa Sub Bagian Umum Anggota
6 Kepala Bagian Pelayanan RSUD dr. R

Goeteng Taroenadibrata
Anggota

7 Kepa-ta Bidang Perlengkapan dan
Penyediaan RSUD dr. R. Goeteng
Taroenadibrata Goeteng Tarunadibrata

Anggota

B Kepala Bidang Diklat dal Rekam Medis
RSUD dr" R. Goeteng Taroenadibrata

Anggota

UtrID RSUD Panti Nugroho
1 Kepala UPID RSUD Panti Nugroho Ketua

J Kasi Pemberdayaan lvlasyarakat Desa
Kecamatan Padamara

Camat Pengadegan

J



UNIT PtrMILIK RISIKO TINGKAT BSBLON III
SEKRETARIA T DAERAH KABU PATEN PURBALIN GGA

1 Kepala Bagian Umum Sekretariat
Daerah

Ketua

2 Sub Tata Usaha Koordinator
J Kepala Bagian Organisasi dan Tata

Laksana Sekretariat Daerah
Ketua

1 Kepala
Daerah

Bagian Pemerintahal Sekretariat Ketua

5 Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah

Ketua

6 Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat
Daerah

Ketua

7 Kepala Bagian Administrasi
Pem nan Sekretariat Daerah

Ketua

8. Kepala Bagian Layanan pengadaan
Sekretariat Daerah

I(etua

I Kepala Bagian Humas dan Protokol
Sekretariat Daerah

Ketua

10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah

Ketua

11 Kepala Bagian Umum Sekretariat
Daerah

Ketua

SEKRETARIAT DPRD
1 a Umum Sekretariat DPRD Ketua

Koordinator
3 Sub Keu Anggo!a
+ Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan

Perlengkapan
Anggota

5 Kepala Bagian Persidangan dan
Sekretariat DPRD

Ketua

INSPBKTO RAT DABRAH KABUPA TEN
Sekretariat
1 Sekretaris t Daerah Ketua
2 Sub Perencanaan Koordinator

Kepala Sub Bagian trvaluasi dan
ran

Anggota

4 Sub Administrasi Umurn Anggota
Irbanwil. I DaeraJr Anggota

4 Irbanwil. II In ktorat Daerah Anggota
Irbanwii. III Daerah Anggota

6 Irbanwil. IV Daerah
BAPPELiTBANGDA
Sekretariat
1 Sekretaris Ketua
2 Sub Perencanaan Koordinator
J Angrtta
4 Kepala Sub Bagian Umum dan Anggota

Anggota

Kepala Bidang Pemerintahan dan
I{e ahteraan Sosial t

Anggota

n Kepala Bidang Infrastruktur dan
Pg4gembangan \ililayah Bappelitbangda

Anggota

B Kepaia Bida:rg Program Pembangunan
da:r Penelitian Pengembangan
Bappelitbangda

Anggota

BADAN KEUANGAN DAERAH
Sekretariat
1 Sekretaris Badan Keuangan Daeralr' Ketua
2 Kepala Sub Bagian Perencallaan Koordinator
3 Kepa]a Sub Bagian Keuangan Angqota

I(epala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

Anggota

5. I(epala Bidang Angqaran dan Angqota

2. t<epa-la Sub Bagian Perencanaan

i(epala
.),

J.

5.

Anggota

Kepala
Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Bidang Ekonomi Bappelitbangda

6.

4



Perimbangan l(euangan Badan
Keu Daerah

6 I(epala Bidang Perbendaha_raan Badan
Daerah

Anggota

7 Kepala Bidang Akuntansi dan Aset
Badan Keuangan Daerah

Anggota

8 Kepala Bidang Pendataar, Penilaian,
Penetapan dan Pelayanan Badan
_Eq!q4g4ll Daerah

Anggota

9 Kepala Bidang Penagihan, Penerirnaan
dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah

Anggota

10 Kepala Bidang Anggaran dan
qqimbaxgan Keuangan

Anggota

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PtrLATIHAN DAERAH
1 Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Daerah
Ketua

2 Sekretaris Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Koordinator

J _Eqp4a Sub Bagian Perencanaan Anggota
4 Kepala Sub Bagian Keuangan Anggota
5. Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian
Anggota

6 Kepala Bidang Data dan Pengadaan
legawai BKPPD

Anggota

Kepaia Bidang Pengembangan dan
Pendidikan dan Peiatihan BKppD

Anggota

B Kepala Bidang Kepangkatan dan
Jabatan BKPPD

Anggota

9 Kepala Bidang Pembinaan dan
Penatausahaan Kepegawaian BKppD

Anggota

DINAS KtrSEHATAN
1 Kepala Dinas Kesehatan Ketua
2 Sekretaris Dinas Kesehata:r I{oordinator

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Keu

Anggota

4 Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaan

Anggota

5 Kepala Bidang Pelayanan dan
Sumberdaya Kesehatan Dinas
Kesehatan

Anggota

6 Kepala Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan

Anggota

7 Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan

Anggota

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPiL
1 Kepala Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil
Ketua

2 Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil

Koordinator

J Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan

Anggota

4 Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

Anggota

5 Kepala Bidang Pela5,anm Pendaftaran
Penduduk Dinas I(ependudukan dan
Catatan Sipil

Anggota

6 Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan
Sipil Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Anggota

7 I(epala Bidang Pengeloiaan Informasi
Adrninistrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipii

Anggota

DINAS PBNDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan
Ketua

2 Sekretaris Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

Koordinator

J.



J Kepala Sub Bagian Perencanaan Anggota
4 Kepaia Sub E4gEn Keuangan Anggota
5 Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegqryaian
Anggota

6 Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Non
Formal Dinas Pendidikan dan
Kebud4yaan

Anggota

7 Kepala Bidang Pembinaan Sekolah
Dasar Dinas Pendidikan dan
Kebudayaal

Anggota

B. Kepala Bidang Sekolah Menengah
Pertama Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

Anggota

I Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Anggota

10 Kepala Bida-ng Pembinaan Ketenagaan
Dinas Pendidikan dan Kebu

Angllota

DINAS PENANAMAN MODAL, PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
1 Kepala Dinas Penanaman Moda1,

lqrizinan Terpadu Satu Pintu
Ketua

2 Sekretaris Dinas Penanaman
Perizinan Terpadu Satu Pintu

Moda-l, Koordinator

J Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
I(euangan

Anggota

4 Kepala Sub Bagian Umum dan
wala-rl

Anggota

5 Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Anggota

6 Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
Dinas Penalaman Modal, Perizinan
lglpadu Satu Pintu

Anggota

D KOMITE PENGELOLA RISIKO

i Bupati Ketua
2 Egpala Bappelitbangda Koordinator
J Sekretaris Daerah Anggota

Sekretaris DPRD Anggota
5 _!!qpgE!u{ Inspektorat Daerah Anggota
6 I(eplqL Fadaa Keuangan Daerah Anggota
7 Kepala Badan Kepegarvaian, Pendidikan

dan Pelatihan Daerah
Anggota

8 Kepala Dinas Kesehatan Anggota
9 Kepala Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil
Anggota

10 I(epala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

Anggota

11 Kepala Dinas Penanaman Modal,
Perizinan Terpadu Satu Pintu

Anggota

t2 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Ra-kyat

Anggota

13 Kepala Dinas Sosial, Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Anggota

14. Kepala Dinas Perhubungan Ang4ota
15 Kepala Dinas Komunikasi dan

Informatika
Anggota

16 Kepala Dinas Perurnahan dan
Permukiman

Anggota

t7 Kepala Dinas Tenaga Kerja Anggota
Kepala Dinas Ketahalan Pangan dan
Perikanan

Anggota

19 I(epala Dinas Lingkungan Hidup Anggota
20 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyalakat

dan Desa
Anggota

Penanaman Modal, Perizinan Terpadu
Satu Pintu

4.

18.



2L. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Angqota
)) Kepa-la Dinas Pemuda, Olah Raga dan

Pariwisata
Anggota

23 Kepala Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan

Anggota

24 Kepala Dinas Pertanian Angqota
25. Kepala Dinas Perindustrian dan

Perdagangan
Anggota

Kepa1a Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik

Anggota

'27 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Anggota
2B Kepala Pelaksana Badan

Penanggulanangan Benca:ra Daerah
Anggota

29 Camat I(emangkon Anggota
30 Camat Bukateja Anggota
3i eqmql Kejobong Anggota
JZ Camat Ka-ligonda!g Anggota
33 Camat Purbalingga Anggota
34 Camat Kalimanah Angqota
35 Camat Kutasari Anggota
36 Camat Mrebet Anggota
J/ Camat Bobotsari Anggota
38 dCamat Anggota
39 Camat Anggota
40 Anggota
41 Camat Rembang Anggota
A'
-z Camat Bojongsari Anggota
43 Camat Padamara Anggota
44 Camat Anggota
45 Camat Kqrangjambu Anggota
46 Camat Kertqlregara Anggota
47. Direktur RSUD dr. R. Goeteng

Taroenadibrata
Anggota

4B Kepala UPTD RSUD Panti Nugroho Anggota

E UNIT KEPATUHAN
1 Asisten 1 Sekretaris Daerah Unit Kepatuha:r
2 Asisten 2 Sekretaris Daerah Unit Kepatuhan
3 Asisten 3 Sekretaris Daerah Unit Kepatuhan

F PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN
Inspektur Inspektorat Daerah Penanggung Jawab

Pengawasan

PURBALINGGA,

NING PR{TIWI

26.

Camat Karangmoncol

i


